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Abstrac 

 

This paper aims to analyze how problematic the application of Islamic criminal law 

in Indonesia is. This type of research is to use an explanative mix method. The source of 

data from this research is the perception or view of the people of Medan city which 

consists of ordinary people, students and community leaders. Data collection methods 

were carried out by distributing questionnaires, focus group discussions and interviews, 

data analysis was carried out by coding, categorizing, tabulating, testing data and ending 

with conclusions. The results of this study indicate that at the level of ordinary people 

there is ignorance and lack of understanding of Islamic Criminal Law (Jinayah), then at 

the student level the view that there is a sadistic image attached to Islamic criminal law 

so that it is not easy to apply and at the level of community leaders the view that the 

Indonesian paradigm It is not an Islamic state that is firmly attached so that it is difficult 

to change, coupled with the condition of the plural and multicultural Indonesian society. 
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A. Pendahuluan 

The World Justice Project (WJP) Rule of Law Indeks 2019 menempatkan 

Indonesia pada peringkat ke 62 dari 126 negara sebagaimana dituliskan oleh 

Gryskiewicz
1
 peringkat Indonesia naik 4 angka jika dibandingkan pada tahun 2018 

yang berada pada posisi 66, posisi Indonesia tersebut jauh dibawah Australia yang 

berada pada peringkat ke 11, Malaysia diperingkat 51, Mongolia diperingkat ke 53 dan 

negara Asia lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa supremasi hukum yang menjadi 

tujuan negara masih rendah, pengembangan aturan hukum membutuhkan kejelasan 

juga kepastian hukum baik tentang aturan hukum atau undang-undang serta 

pelaksanaannya. 

Ditengah rendahnya sumpremasi hukum, menurut Putra Yuniar keadilan pun 

terus dipertanyakan dan juga keberpihakan hukum terhadap kebenaran materil dan 

formil mulai diragukan,
2
 maka yang dikhawatirkan menurut Nurrohman adalah 

masyarakat Indonesia akan mencari hukumnya sendiri,
3
 banyak kasus yang kita lihat 
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dimana masyarakat tidak lagi percaya terhadap penegakan hukum, sehingga mencoba 

untuk menghakimi apa yang dianggapnya salah, hal ini sangat bertentangan dengan 

asas hukum kita sendiri persumption of innocent dimana keputusan bersalah dan 

tersalah adalah hak dan kewenangan pengadilan. 

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki cita-cita hukum rechts idea yang 

termuat dalam pembukaan UUD 1945, maka menurut Faisal harus terus memperbaiki, 

memperbaharui bahkan mengganti dan menyempurnakan hukumnya,
4
 maka Indonesia 

harus menyusun sistem politik hukum yang baik melalui Program Legislasi Nasional 

(PROLEGNAS), yaitu hukum yang mampu memenuhi dan melindungi setiap hak 

warga negaranya dengan baik yang menjadi amanat UUD 1945. 

Dalam memperbaharui hukum, akan banyak tawaran bermunculan yang 

berangkat dari ide maupun doktrin keagamaan, salah satu diantaranya adalah dokrin 

agama Islam yang diyakini oleh ± 80 % penduduk Indonesia, walaupun tawaran 

tersebut akan diperdebatkan bahkan akan ditentang oleh para kaum liberalis 

sebagaimana yang pernah terjadi pada saat perumusan piagam Jakarta dimana ada 

tawaran menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebab menurut Mustaqim bahwa 

masyarakat Muslim akan sangat meyakini hukum yang berasal dari Allah SWT adalah 

hukum yang paling baik dan berlaku setiap tempat dan masa (shalih likulli zaman wa 

makan).
5
 

Hukum Allah SWT yang bersumber kepada al-Qur’an dan hadis, hukum yang 

mengatur segala aktivitas manusia, menurut Sularno tidak hanya dalam hal privat 

seperti muamalah, munakahat dan mawaris, akan tetapi juga dalam hal publik/pidana 

(jinayah).
6
 Maka keberadaan hukum Allah SWT dapat menjadi alternatif atau solusi 

dari persoalan stagnansi supremasi hukum kita di Indonesia, selain bersifat qath‟i atau 

pasti, juga bersumber dari Tuhan yang diyakini kebenarannya juga dapat mewujudkan 

cita-cita hukum yaitu keamanan dan ketentraman hidup. 

Saat ini jinayah atau hukum pidana Islam tidak begitu banyak diteliti, dikaji dan 

dikembangkan oleh para penggiat ilmu hukum di Indonesia, hal ini merupakan bagian 

dari hasil perdebatan antara negara Islam dan negara bukan Islam. Bahkan menurut 

Hamzani tidak sedikit yang berpendapat bahwa hukum pidana Islam tidak sesuai lagi 

dengan konteks dunia modern seperti saat ini,
7
 paradigma yang mendeskreditkan dan 

berkesimpulan bahwa hukum pidana Islam sebagai hukum yang sadis, kejam dan tidak 

manusiawi serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) orang yang sudah menjadi 
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kesepakatan seluruh bangsa. Paradigma tersebut menurut Hidayat berasal dari doktrin 

hukum Barat yang terpokus pada sebuah tindak pidana (ofender oriented), akan tetapi 

luput kepada korban (viktim).
8
 

Jikalau Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendasari tidak diterima kehadiran 

hukum pidana Islam dalam kehidupan bernegara, maka menurut Soeharno tidak ada 

satu hukum pidana manapun di dunia ini yang tidak merampas hak asasi manusia,
9
 

sebab dengan dihukumnya seseorang maka menurut Setiaji & Ibrahim secara otomatis 

hak asasinya akan tercederai, apapun bentuk hukumannya.
10

 Maka stigma tersebut 

terhadap hukum pidana Islam sangat tidak beralasan. 

Paradigma destruktif  yang meluas tersebut perlu dievaluasi dalam sebuah kajian 

yang profesional dan proporsional dengan menggunakan teori persepsi, sehingga akan 

terlihat apa dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum pidana Islam, serta 

apa problem yang mendasari dalam penerapan dan pemberlakuan hukum pidana Islam 

di Indonesia. 

 

B. Novelty Atau Kebaruan 

Terdapat penelitian relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini, antara lain 

artikel Hendra Gunawan yang berjudul Peluangi Dani Tantangani Penerapani 

Hukumi Pidanai Islami Dii Kotai Padangsidimpuani pada Jurnali Al-Maqasidi; 

Juranal Ilmui Kesyariahani dani Keperdataani Fakultasi Syariahi dani Ilmui Hukumi 

IAINi Padangsidimpuani Volumei 5 Nomori 2i Edisii Julii-Desemberi 2019i.
11

 

Artikel ini menguraikan seputar peluang dan tantangan masyarakat terhadap 

pemberlakuan hukum pidana Islam, namun sample dalam artikel ini di wilayah Kota 

Padangsidimpuan, berbeda dengan yang akan penulis bahas yaitu Kota Medan yang 

secara kultural pasti memiliki perbedaan dengan masyarakat Kota Padangsidimpuan, 

inilah yang menjadi novelty pada penelitian ini. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan mix method (gabungan) yang eksplanatif, dimana 

peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan metode kuantitatif dan juga 

kualitatif, kekurangan data yang diperoleh dengan menggunakan kuantitatif akan 

disempurnakan oleh data yang diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif. 
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sehingga akan lahir sebuah kesimpulan yang betul-betul menjawab masalah dari 

penelitian ini. 

Kemudian sumber data dari penelitian ini adalah masyarakat kota Medan yang 

diacak menggunakan cluster random sampling, dari 22 kecamatan maka terpilihlah 3 

kecamatan yaitu kecamatan Medan Amplas, Medan Maimun dan Medan Timur. 

pemilihan Kota Medan sebagai lokasi penelitian adalah merupakan representatif 

masyarakat Sumatera Utara, dimana kondisi masyarakatnya yang sudah modern 

sebagai ibu kota provinsi dan juga pendidikan masyarakatnya juga ± 87% telah 

berpendidikan minimal SLTA. Selain masyarakat biasa, sumber data juga diperoleh 

dari mahasiswa yang memiliki analisis dan pendekatan yang berbeda dari masyarakat 

biasa, juga dari tokoh masyarakat yang berasal dari ormas seperti Muhammadiyah, 

Nahdatul Ulama dan Alwashliyah. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu pertama dengan 

menyebarkan kuisoner. Kedua, kemudian hasil dari kuisioner tersebut dibawa kedalam 

Focus Group Discussion (FGD). Ketiga, wawancara yang dilakukan kepada tokoh 

masyarakat atau pimpinan ormas dan keempat, hasil temuan dibahas dalam Focus 

Group Discussion (FGD) dengan para pakar hukum dan sosiologi. Data-data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan koding, kategorisasi, tabulasi, pengujian data yang 

kemudian berakhir pada sebuah kesimpulan yang bersifat deskriptif. 

Adapun teori yang dipakai pada penelitian ini adalah teori persepsi yang 

menurut Nurnaningsih merupakan sebuah proses yang dilakukan setiap manusia dalam 

menerjemahkan kesan-kesan inderawi yang masuk kedalam alat indera manusia,
12

 

pentingnya persepsi dalam melihat respon seseorang terhadap sebuah aturan adalah 

untuk mengetahui respon yang lahir terhadap apa yang mereka dengar dan lihat, 

sehingga akan melahirkan respon positif ataupun respon negatif. 

Dalam hal merespon sesuatu, menurut Baxter, Hastings, Law, & Glass bahwa 

seseorang akan melahirkan kesimpuan yang berbeda-beda, hal tersebut disebabkan 

beberapa indikasi :
13

 

1. Pelaku (perceiver), dimana ada perbedaan sikap, motif, kepentingan, pengalaman 

ataupun sudut pandang yang lahir dari pendidikan. 

2. Objek atau target, dimana ada perbedaan gerakan, bunyi, ukuran, kedekatan dan 

latarbelakang. 
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3. Konteks, dimana situasi yang menentukan sebuah waktu, keadaan/tempat kerja 

dan keadaan seseorang. 

 

D. Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Hukum Pidana Islam 

Layaknya ibukota provinsi Sumatera Utara, Kota Medan merupakani kotai yangi 

imemiliki jumlahi penduduki terbanyaki dii Sumaterai Utarai dengani letaki 

astronomisi beradai diantarai 2°i.27i - 2°47i Lintangi Utarai dani 98°.35 - 98°.44  

Bujuri Timur, dani letaki geografisi diatasi ketinggini 2,5 – 37,5 meteri diatasi 

permukaani laut. Kotai Medani merupakani satui diantarai darii 33i daerahi tingkati II 

di provinsii Sumaterai Utarai dengani luasi wilayahi sekitari 265.10 km² yangi 

berbatasani dengani kabupateni Delii Serdangi baiki darii sisii sebelahi Utara, Selatani, 

Barati dani Timur. 

Penyebarani penduduki secarai optimali dengani adanyai keseimbangani antarai 

jumlahi penduduki dengani dayai dukungi dani dayai tempungi lingkungan, berdasarkani 

datai statistiki Kotai Medani yangi menyebutkani bahwai sebagiani besari darii penduduki 

Kotai Medani adalahi beragamai Islami sebanyaki 1.416.815 darii 2.067.288 dengani 

kondisii kehidupani beragamai yangi cukupi baik. 

Layaknya ibukotai provinsi, Kotai Medani jugai merupakani pusati perdagangan, 

dani pemerintahannyai sudahi dapati dikategorikani bersifati administratifi yangi memilikii 

saranai dani prasaranai pemerintahani yangi cukupi memadai. Begitui jugai dengani 

kondisii sosiali kemasyarakatai dii Kotai Medani yangi dapati dikatakani bahwai sosiali 

kemasyarakatani dikategorikani cukupi baiki juga.  

Begitu juga halnya dengani kondisii pendidikani masyarakati Kotai Medani yangi 

dianggapi sudahi sangati baiki jikai dibandingkani dengani daerahi lainnyai dii provinsii 

Sumaterai Utara. Baiki darii lembagai pendidikani negerii maupuni swasta. Berdasarkani 

rilisi Menterii Riseti dani Pendidikani Tinggii menyebutkani bahwai Perguruani Tinggii 

Kotai Medani beradai padai peringkati ketigai sei Indonesia. 

apabila dibandingkani dengani daerahi lainnya, Kotai Medani dapati dijadikani 

sebagaii lokasii penelitiani dengani jumlahi penduduki terbanyaki dii Sumaterai Utara, 

kehidupani beragamai yangi cukupi baik, kondisii masyarakati yangi pluralisi dani tingkati 

pendidikani masyarakatnyai palingi rendahi adalahi SMA, makai cukupi beralasani untuki 

dijadikani sebagaii lokasii penelitiani yangi dapati merepresentasikani darii masyarakati dii 

kabupateni/ikota ilainnya. 
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Sesungguhnya, hukumii pidanai Islami (fikihi ijinayah) adalahi salahi satui darii 

hukumi Islami yangi memilikii tujuani yaitui untuki menegakkani kemaslahatani bagii 

seluruhi ummati manusia, baiki dii duniai inii maupuni dii akhirat. Tidaki hanyai bagii 

ummati Islami sajai akani tetapii jugai bagii ummati beragamai lain, akani tetapii darii 

persepsii masyarakati Kotai Medani tentangi hukumi pidanai Islami dani pemberlakuannyai 

dii Indonesiai menunjukkani bahwai masyarakati Kotai Medani belumi memahamii prinsipi 

hukumi pidanai Islami dengani baik, sehinggai persepsii merekai hanyai terbatasi padai 

prinsip-prinsipi umumi sajai yaitui setiapi hukumi dapati memberii rasai keadilani jikai 

dapati dilaksanakani dengani baik. 

Tanggapan masyarakat terhadapi kejami dani sadisnyai hukumi pidanai Islami 

masihi mewarnaii pemahamani masyarakati yangi notabenei ummati Islami sendiri, 

dimanai hukumi pidanai Islami tidaki memberikani peluangi bagii pelakui kejahatani untuki 

bertaubati dani memperbaikii dirinyai kearahi yangi lebihi baik. Ditambahi lagii dengani 

adanyai tendensii kondisii kehidupani yangi pluralisi dianggapi dapati menimbulkani 

konfliki agamai dani konfliki sosiali yangi dapati merugikani bangsai Indonesia. 

Berdasarkani wawancarai terhadapi respondeni tentangi pemberlakuani hukumi 

pidanai Islami dii Indonesiai dii Kotai Medan, adai keragamani pendapat, terdapati 20% 

menyatakani iragu-ragu, i10 % menyatakani kurangi setujui dani 30i % menyatakani setujui 

dani 40i % menyatakani setuju, sehinggai dapati disimpulkani bahwai kebanyakani 

masyarakati Kotai Medani menyatakani tidaki setujui terhadapi pemberlakuani hukumi 

pidanai Islami dii Indonesia. 

Adapuni yangi menjadii alasani ketidaki setujuani terhadapi pemberlakuani hukumi 

pidanai Islami dii Indonesiai adalahi : 

1) Kurangnyai pemahamani masyarakati tentangi hukumi pidanai Islam, sehinggai akani 

sangati menyulitkani untuki menerapkannyai dani jugai membutuhkani waktui yangi 

lamai untuki memahamkani ataui mensosialisasikannyai kepadai masyarakat. 

2) Belumi adanyai negarai yangi dapati dijadikani percontohani darii pemberlakuani 

hukumi pidanai Islami layaknyai hukumi nasionali kitai harii inii yangi dapati 

mencontohi negarai Belanda, Perancisi dani Jerman. 

3) Keberadaani ummati beragamai laini yangi dapati menghambati prosesi realisasii ataui 

penerapani hukumi Islami itui sendiri, yangi secarai prinsipi bahwai hukumi harusi 

bersifati universali tanpai harusi membedai-ibedakan iras, sukui maupuni golongan. 
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4) Setiapi negarai memilikii kulturi hukumi yangi beragami dani berbedai satui dengani 

lainnya. 

Sedangkan yangi menyatakani setujui terhadapi pemberlakuani hukumi pidanai 

Islami dii Indonesiai memberikani alasan : 

1) Islami adalahi agamai yangi rahmatani lil „alamini (untuki seluruhi ummati manusia) 

sehinggai berlakui secarai universal. 

2) Mayoritasi penduduki Indonesiai adalahi beragamai Islam, dani hukumi pidanai Islami 

sesuaii dengani kebathinani mayoritasi penduduki Indonesia. 

3) Hukumi Islami memilikii ketegasani dani dapati memberikani efeki jerai terhadapi 

pelakui kejahatan. 

4) Hukumi Islami jelasi dani dapati memberikani rasai keadilan. 

Sedangkani masyarakati yangi ragui terhadapi pemberlakukani hukumi pidanai 

Islami dii Indonesiai memberikani jawaban : 

1) Pemahamani masyarakati Indonesiai yangi sangati minimi terhadapi hukumi pidanai 

Islam, layaknyai pemahamani masyarakati terhadapi hukumi nasionali kitai harii ini. 

2) Persoalani pluralismei ummati beragamai dikhawatirkani menimbulkani gesekani 

konfliki antari ummati beragama. 

Dani yangi terakhir, yaitui masyarakati yangi kurangi setujui terhadapi 

pemberlakuani hukumi pidanai Islami dii Indonesia. Adanyai simboli Islam, sehinggai 

tidaki cocoki diberlakukani secarai general, akani tetapii jikai hanyai untuki ummati 

Muslimi saja, makai itui sah – sahi saja. Jikai mengakomodasii darii seluruhi prinsipi 

hukumi pidanai Islam, akani tetapii jikai mengambili prinsipi dani menasionalisasii hukumi 

tersebuti kedalami KUHi Pidanai dengani konsepi Indonesiai tentui lebihi baiki sehinggai 

dapati diterimai olehi semuai masyarakat. 

 

E. Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia 

Sudah lama ada keinginan untuk mengembangkan hukum Islam di Indonesia 

sejak hukum pidana profresif diberlakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. 

Para perumus negara kita (founding fathers) telah merencanakan untuk menerapkan 

hukum Islam di Indonesia. Namun, berdasarkan keragaman penduduk Indonesia, 

rencana tersebut tidak terwujud, yang kemudian menjadikan pancasila sebagai falsafah 

bernegara. 
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Perkembangan politik hukum di Indonesia mengalami pertumbuhan karena 

kekhawatiran akan pengaruh nilai-nilai sosial dan agama. Oleh karena itu, sudah 

saatnya pula para cendikiawan Muslim meneguhkan aturan-aturan agama agar para 

pemeluknya tidak lagi melanggar ajaran agamanya dengan cara-cara yang menguatkan 

diri. Penegakan hukum (aturan) yang bersifat preventif sangat membantu penguatan 

model penindakan preventif dari penegakan hukum nasional. Tujuannya adalah agar 

masyarakat memahami dan mematuhi hukum nasional dan aturan agama. Dengan 

demikian, hukum syariah tidak hanya disampaikan, melainkan ditegakkan melalui 

penegakan preventif (buka represif) untuk mengimbangi kelemahan hukum pidana 

positif. 

Hingga saat ini, hukum pidana yang berlaku di Indonesia tetap merupakan 

warisan pemerintah Hindia Belanda. Sejak awal abad ke-19, Hindia Belanda telah 

mengembangkan KUHP yang pada mulanya masing beragam, yaitu KUHP Eropa dan 

KUHP untuk pribumi. Dimulai di Indonesia pada tahun 1918 KUHP telah 

dikembangka kan untuk semua golongan sampai sekarang. 

Sejaki Indonesiai merdekai kitabi hukumi pidanai itui diterjemahkani kei dalami 

bahasai Indonesiai menjadii Kitabi Undangi-Undangi Hukumi Pidanai (KUHP). KUHPi 

dinyatakani berlakui melaluii dasari konstitusionali pasali 2 dani 4 Aturain Peralihani UUDi 

1945i dengani Undangi-iUndang Nomor 1i Tahuni 1946. Dalami pasali 3i disebutkani 

bahwai perkataani Nederlanschi-iIndie ataui Nederlandschi-iIndisch (e) (en) harusi dibacai 

dengani “Indonesie” ataui “Indonesche”, yangi selanjutnyai menjadii Indonesia. Dalami 

pasali 6i (1) dinyatakani bahwai Wetboeki vani Strafrechti voori Nederlandschi-iIndie 

diubahi menjadii Wetboeki vani Strafrecht. Kemudiani dalami ayati (2) kitabi hukumi itui 

diterjemahkani menjadii Kitabi Undangi-iUndang Hukumi Pidanai (KUHP). Inilahi yangi 

menjadii dasari sehinggai Undang-Undang Nomor 1i Tahuni 1946i disebuti dengani UUi 

KUHP. Undang-Undang inii berlakui secarai resmii untuki seluruhi wilayahi Indonesiai 

dengani Undang-Undang Nomor 73i Tahuni 1958. 

Untuki hukumi pidanai Islam, menuruti asasi legalitasi dikategorikani sebagaii 

hukumi tidaki tertulis, masihi dapati diakuii dii Indonesiai secarai konstitusionali sebagaii 

hukum, dani masihi terusi berlakui menuruti pasali 2 Aturani Peralihani UUDi 1945. 

Namun demikian, ketentuani dasari itui belumi ditindaklanjutii dengani instrumeni hukumi 

untuki masuki kei dalami wujudi instrumeni asasi legalitas. Sepertii halnyai KUHPi dii atas, 

posisii hukum pidana Islam belumi terdapati kepastiani untuki menjawabi pertanyaani 
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teoritis, manai hukumi pidanai yangi dapati ditegakkan. Ketiadaani hukum pidana Islam 

secarai tertulisi dii Indonesiai menjadii penyebabi belumi dapati terpenuhinyai hukum 

pidana Islam secarai legali sesuaii dengani pertanyaani tersebut. 

Menyikapi hal ini, maka hukum pidana Islam harusi benari-ibenar disiapkani 

secarai tertulisi sebagaimanai hukumi positifi lainnya, bukani langsungi mendasarkannyai 

padai sumberi hukumi Islam, yaknii al-Qur’an, isunnah, dani ijtihadi padai ulamai (kitabi-

ikitab fikih). Hingga sekarangi inii sebenarnyai munculi keinginani dii hatii sebagiani umati 

Islami Indonesiai keinginani untuki diberlakukannyai hukumi Islami secarai utuhi dii 

Indonesia, termasuki dalami bidangi hukumi pidana. Hali inii didasarii olehi anggapani 

bahwai dengani diberlakukannyai hukumi pidanai Islam, makai tindaki pidanai yangi 

semakini harii semakini merebaki dii tengahi-itengah masyarakati sedikiti demii sedikiti 

dapati terkurangi. 

Hukuman yangi tidaki sepadani yangi diberikani kepadai parai pelakui tindaki pidanai 

selamai inii tidaki membuati jerai merekai untuki mengulanginya. Karenai itu, sanksii yangi 

tegasi sepertii yangi adai dalami hukum pidana Islam nampaknyai merupakani alternatifi 

terbaiki yangi dapati mengatasii permasalahani tindaki pidanai dii Indonesia. Dalami 

beberapai kasusi terlihati antusiasmei masyarakati kitai untuki segerai menerapkani 

ketentuani pidanai Islam, namuni karenai tidaki diizinkani olehi aparati pemerintahi 

keinginani untuki melaksanakannyai tidaki terwujud. Namuni demikian, bukani berartii 

apai yangi selamai inii diterapkani olehi pengadilani dii Indonesiai seluruhnyai 

bertentangani dengani hukum pidana Islam. 

Terdapat beberapai putusani pengadilani kitai yangi terkadangi samai dani sesuaii 

dengani ketentuani hukum pidana Islam, sepertii hukumani matii dani langkahi awali 

pemberlakuani sanksii pidanai cambuki sepertii yangi diberlakukani dii Nanggroi Acehi 

Darussalami (NAD) akhiri-iakhir ini. Telahi bertahuni-itahun dii negarai kitai diupayakani 

pembuatani KUHPi yangi barui yangi dapati disebuti KUHPi Indonesia. Upayai inii 

mendapatkani hasili dengani disiapkannyai RUUi KUHPi yangi baru. Dalami RUUi inii 

jugai termuati materii-imateri yangi bersumberkani padai hukumi pidanai Islam, meskipuni 

tidaki secarai keseluruhan. 

RUUi inii jugai sudahi beberapai kalii dibahasi dalami berbagaii kesempatan, 

termasuki dalami forumi sidangi-isidang dii Dewani Perwakilani Rakyati (DPD), namuni 

hinggai saati inii belumi adai katai sepakati dikalangani parai pengaki hukumi kitai tentangi 

materii ataui pasali-ipasal yangi menjadii isii darii RUUi tersebut. Pengintegrasiani hukum 
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pidana Islam kei dalami hukumi pidanai nasional, sepertii yang terlihati padai beberapai 

pasali dalami RUUi KUHP, merupakani suatui pemikirani yangi cukupi bijak. 

Namun, apabila secarai eksplisiti hali inii tidaki bisai dilakukan, minimali prinsipi-

iprinsip utamanyai dapati terwujudi dalami hukumi pidanai kita. Misalnyai, tindakii pidanai 

perzinaan dan meminum-minuman keras tidak mesti harus dihukum dengan hukuman 

rajami ataui hukumani cambuki empati puluhi kalii kepadai pelakunya. Yangi palingi 

prinsipi adalahi bagaimanai keduai contohi bentuki perbuatani itui dianggapi sebagai i 

tindaki pidanai yangi tidaki sesuaii dengani prinsipi dani moralitasi Islam. 

Hali ini, menuruti Masykurii Abdullahi merupakani prosesi darii strategii legislasii 

hukumi Islami yangi bersifati graduali yangi sejalani dengani kaidahi fikihi mai la yudrakui 

kulluhi lai yutrakui kulluhi (sesuatui yangi tidaki dapati dicapaii seluruhnya, tidaki bolehi 

ditinggalkani seluruhnya). Langkahi inii bukanlahi yangi palingi ideal, tetapii cukupi 

memberikani harapani untuki dimulainyai pemberlakuani hukumi pidanai Islami dii 

Indonesiai secarai bertahap. Tawarani sepertii inii barangkalii jugai dapati memuaskani 

sementarai pihaki yangi kerapi kalii menolaki setiapi upayai pemberlakuani hukumi Islami 

dii Indonesia. 

Pendapat Masykurii dii atasi belumi tentui dapati diterimai olehi semuai kalangani 

umati Islami dii Indonesia. Adai sebagiani darii merekai yangi menginginkani 

diberlakukannyai hukum pidana Islam secarai penuhi sesuaii dengani ketentuani yangi 

pastii (qath‟iy) darii al-Qur’an dani sunnah. Pemberlakuani hukum pidana Islam dalami 

aspeki fundamentalnyai saja, sepertii dii atas, bukani harapani mereka, namuni jugai harusi 

menyertakani aspeki instrumentalnya. Karenai itulah, yangi merekai harapkani adalahi 

dimasukkannyai ketentuani-iketentuan pokoki hukum pidana Islam dalami hukumi 

pidanai nasional, jikai tidaki bisa diberlakukani hukum pidana Islam secarai khusus. 

Perlui ditambahkani bahwai pembaharuani sistemi hukumi pidanai nasionali melaluii 

pembahasani RUUi KUHPi sekarangi inii harusi diakuii sebagaii upayai untuki 

mengakomodasi aspirasi sebagian besar umat beragama di Indonesia. Berbagai delik 

tentangi agamai ataupuni yangi berkaitani dengani agamai mulaii dirumuskani dalami RUUi 

tersebut, misalnyai tentangi penghinaani agama, merintangii ibadahi ataui upacarai 

keagamaan, perusakani bangunani ibadah, penghinaani terhadapi Tuhan, penodaani 

terhadapi agamai dani kepercayaan, dani laini sebagainya.  

Rumusan semacam ini tidak mungkin didapati dalam hukum pidana yang 

diberlakukan di negara-negara sekular, sebab urusan agama bukan urusan negara dan 
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menjadi hak individu masing-masing warga negara. Selain beberapa pasal yang terkait 

dengan delik agama, dalam rancangan tersebut juga dimasukkan pasal-pasal baru yang 

berkaitan dengan delik kesusilaan, seperti berbagai bentuk persetubuhan di luar 

pernikahan yang sah atau yang melanggar ketentuan agama. 

Tentu saja masih banyak pasal-pasal lain yang terkait dengan materi hukum 

pidana Islam dalam RUU KUHP tersebut. Langkah seperti di atas merupakan upaya 

positif pemerintah untuk memberlakukan ketentuan hukum sesuai aspirasi masyarakat, 

khususnya umat Islam. Namun, hingga sekarang langkah ini belum terwujud. 

Pembahasan masalah ini sudah memakan waktu yang cukup lama. 

 

F. Penutup 

Hukum pidana Islam (jinayat) merupakan aturan yang bersifat ilahiyah dan 

terbuka bagi upaya pembinaan/ ijtihad untuk kemaslahatan dan keselarasan dengan 

kepentingan kemanusiaan, hukum ini idealnya dapat membumi di negara yang 

berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, namun dalam realitanya hal itu 

belum terjadi, sehingga perlu upaya secara terpadu oleh segenap ahli hukum, lembaga 

legislatif, eksekutif, yudikatif, organisasi massa Islam, dan lain-lain untuk 

mewujudkannya.  

Terdapat berbagai pilihan untuk membumikan hukum pidana Islam di Indonesia, 

antara lain; merubah konstitusi, mengubah sistem hukum nasional menjadi hukum 

Islam, Islamisasi hukum nasional, memperluas kompetensi Peradilan Agama, 

memasukkan unsur/ konsep hukum Islam bidang jinayat dalam hukum nasional, dan 

optimalisasi Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa syari’ah. Sedangkan 

kendalanya antara lain; adanya resistensi terhadap sanksi hukum pidana Islam, masih 

kuatnya pengaruh hukum pidana warisan Belanda, kendala kultural, kendala 

struktural, kendala yuridis, kendala sosiologi, kendala ilmiah, kendala politis, dan 

kendala konsolidasi. 
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